TERBATAS
(Untuk Kalangan Sendiri)

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI Il DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun Sidang
Masa Persidangan
Rapat Ke

Sifat

Jenis Rapat
Dengan

Hari/Tanggal
Pukul

Tempat

Ketua Rapat
Sekretaris Rapat
Acara

SENIN, 18 JULI 2011

: 2010-2011
o \V/

. Terbuka
: Rapat Panja
: Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian

Dalam Negeri dan Dirjen Perundang-Undangan Kementerian
Hukum dan HAM

. Senin, 18 Juli 2011

: 09.00 WIB-Selesai

: Ruang Rapat Komisi Il DPR RI (Gd. Nusantara/KK.lII)

. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Ketua Panja Komisi Il DPR RI

. Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set. Komisi Il DPR RI

: Pembahasan Materi Panja RUU tentang Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kehadiran : 23 dari 25 Anggota Panja Komisi Il DPR RI
2 orang izin
HADIR :
¢ H. Chairuman Harahap, SH.,MH ¢ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
¢ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA ¢ Dra. Eddy Mihati, M.Si
¢ Ganjar Pranowo ¢ Arif Wibowo
¢ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si ¢ Alexander Litaay
¢ Ignatius Mulyono ¢ Drs. Al-Muzammil Yusuf
¢ Paula Sinjal, SH ¢ Agus Purnomo, S.IP
¢ Gede Pasek Suardika, SH.,MH ¢ Hermanto, SE.,MM
¢ Ir. Nanang Samodra, KA.,M.Sc ¢ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
¢ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum ¢ Drs. H. Nu’'man Abdul Hakim
¢ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si ¢ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
¢ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus ¢ Drs. Akbar Faizal, M.Si
¢ Agustina Basik Basik, S.Sos.,M.Pd
[ZIN :
¢ Dra. Gray. Koesmoertiyah, M.Pd ¢ Dra. Hj. Ida Fauziyah



PENDAHULUAN

Rapat Panja Komisi Il DPR Rl Pembahasan Materi Panja RUU Tentang
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibuka pukul 10.00 WIB oleh
Ketua Panja Komisi Il DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN

. KESIMPULAN

Setelah Ketua Panja menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Materi Panja (Pengisian
Kepala Daerah, Pertanahan/Agaria, dan Alternatif Penamaan “Gubernur Utama
dan Wakil Gubernur Utama”) yang akan dibahas dan memberikan kesempatan
kepada Anggota Panja Komisi I DPR Rl untuk menyampaikan
pendapat/pandangannya serta kepada Pemerintah menjelaskan
pandangan/pendapat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Panja dan Pemerintah bersepakat akan melanjutkan pembahasan DIM RUUK
DIY pada Masa Sidang | Tahun Sidang 2011-2012.

2. Pembahasan akan difokuskan pada tiga materi lobby yang telah disepakati,
yaitu :
a. Materi yang terkait dengan Mekanisme Pengisian Kepala Daerah;
Pemerintah tetap mengacu/berpedoman pada UUD Tahun 1945 Pasal 18,
Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat (4) yang menekankan pengangkatan kepala
daerah dan wakil kepala daerah melalui Pemilihan.
Sedangkan pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut:

e F-PD . Penetapan melalui mekanisme DPRD, dengan
menjaring aspirasi Masyarakat.
e F-PG : Penetapan untuk sampai lima tahun ke depan

(saat ini), selanjutnya dilakukan pemilihan

e F-PDI Perjuangan : Penetapan

e F-PKS . Penetapan  Perpanjangan  waktu jabatan
Gubernur selama dua tahun, membuka peluang
Penentuan Pendapat oleh Masyarakat
Yogyakarta, terkait dengan mekanisme pengisian
Kepala Daerah di Yogyakarta.

e F-PAN : Penetapan, dengan meminta pendalaman materi
yang disampaikan oleh Menteri.

e F-PPP : Untuk saat ini Penetapan atau sesuai usul FPKS
(Jajak Pendapat)

e F-PKB -

e F-Gerindra . Penetapan

e F-Hanura : Penetapan

b. Materi yang terkait dengan Pertanahan;
Pemerintah menyampaikan bahwa Regulasi mengikuti Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang berlaku secara
nasional, Dan dibuat PP yang khusus untuk mengatur pertanahan di
Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta hanya mengatur hal-hal pokok saja, dalam
penyusunan Peraturan Pemerintah dapat berkonsultasi dengan DPR RI.

c. Materi yang terkait dengan Penamaan Kepala Daerah;



3. Terhadap ketiga materi tersebut, Pemerintah akan membuat alternatif
rumusan untuk disampaikan pada pembahasan yang akan datang.

Rapat ditutup pukul 12.05 WIB.

JAKARTA, 18 JULI 2011
PIMPINAN PANJA KOMISI II DPR RI
KETUA,

ttd

Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126




